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ABSTRAK
Nama : Siti Hajar
NIM    : 30600112064
Judul  : Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi
Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Pembinaan Anaka Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen
di Kota Makassar)
Skripsi dengan judul Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah
Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota
Makassar) ini dibuat dengan latar belakang realitas anak jalanan atau anak
terlantar merupakan masalah yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapatkan
perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulanginya. Permasalahan
sosial tersebut merupakan masalah publik yang mendesak untuk ditangani melalui
suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan akuntabel, dengan rumusan
masalah: 1) Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial? 2
Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di
Kota Makassar? Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang
diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi dan melalui kajian literatur pustaka.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang
selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu
teori negara kesejahteraan (Walfare State), teori kebijakan publik, dan teori
evaluasi kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan masalah
sosial tidak hanya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dengan
diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, tetapi juga mengacu pada
peran pemerintah dalam evaluasi Perda. Adapun bentuk pelaksanaan Perda
Nomor 2 Tahun 2008 yaitu dengan melakukan program pembinaan yang berupa
pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan,
bimbingan lanjut, serta partisipasi masyarakat.
Keberhasilan pemerintah dalam Evaluasi Terhadap Kebijakan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahnn 2008 belum sepenuhnya dikatakan berhasil, namun
pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk mencegah dan meminimalisir
banyaknya anak jalanan di Kota Makassar. Upaya pemerintah dalam
meminimalisir anak jalanan dibuktikan dengan berkurangnya anak jalanan
dibeberapa titik di Kota Makassar. Jumlah anak jalanan pada tahun 2012 sebanyak
992 orang, gelandangan dan pengemis sebanyak 269 orang. Sedangkan pada
tahun 2015 jumlah anak jalanan berkurang menjadi 211 orang, gelandangan dan
pengemis 119 orang, dan pengamen sebanyak 106 orang.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia mempunyai naluri (instinct) untuk hidup bersama dengan orang lain
secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang
sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai
(value). Ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara aman, dan
sebagainya.1 Masyarakat mempunyai tujuan dan cita-cita bersama yang ingin dicapai
melalui usaha bersama, untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat,
yang diwujudkan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini
pemerintah.
Memajukan kesejahteraan umum adalah suatu cita-cita yang dirumuskan oleh
pendiri bangsa ini. Kesejahteraan yang diinginkan, dan akan kita wujudkan sudah
tentu adalah masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, masyarakat sejahtera yang
berkeadilan sosial, yang diwujudkan berdasarkan kegotongroyongan dan
kebersamaan. Masyarakat sejahtera ini sudah tentu hanya dapat dicapai oleh manusia
yang memiliki jati diri bangsa, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila.
1Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
h. 46.
2Menurut Fukuyama, bahwa negara harus diperkuat, kesejahteraan tidak
mungkin dicapai tanpa hadirnya negara yang kuat, yang mampu menjalankan
perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan
lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyatnya.2 Negara merupakan
institusi atau lembaga politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan/kolektif
sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan, kesejahteraan dan keadilan sosial
bagi seluruh warganya.3
Sebagaimana diuraikan dalam Child and Family Services Review process, ada
tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan dalam
kerangka berikut yaitu: pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki
peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini
mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan anak-anak, orang tua, dan orang
tua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan
pemecahan masalah. Kedua, anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, anak-anak dan remaja
menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan
mental mereka. (Child Welfare, For The Twenty-First Century, 2005). Dalam
kenyataannya, yang paling pertama adalah yang paling umum dan paling luas
cakupannya.
2Francis Fukuyama, State-Building: Governance and World Order in the 21st Century
(Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21), (Jakarta: Gramedia terjemahan,
2005), h. 87.
3Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik: Historisitas, Kontekstualitas dan Integrasi Keilmuan
dalam Ilmu Politik, (Makassar: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 194-195.
3Anak jalanan sebagai salah satu permasalahan sosial tidaklah lepas dari peran
pemerintah. Peran yang seharusnya, yang memelihara itu bukan hanya pemerintah,
tetapi juga DPRD sebagai lembaga legislatif penentu kebijakan dalam bentuk
undang-undang. Pemerintah menjalankan tugas pemeliharaan fakir, miskin, dan anak
terlantar itu tergantung kepada apa yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, yang
pertama harus dipastikan adalah pengaturan dalam undang-undangnya harus benar-
benar mencerminkan perintah konstitusi agar fakir miskin, dan anak terlantar dapat
diperlihara dengan baik.4
Pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyatnya, yaitu
dengan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi
di negaranya sendiri, contohnya kemiskinan dan anak terlantar atau anak jalanan.
Sesuai dengan firman Allah dalam QS/2 : 220:
Terjemahnya:
Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak
yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan
jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan
Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan
perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan
4Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.
288.
4kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.5
Terdapat hadis yang juga menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemimpin
atas apa yang dipimpinnya:
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا َلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌَِﲰ َلَﺎﻗ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو
 ْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠََﻛو ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠًﻛ :ُلْﻮُﻘَـﻳ ٍعَار ُمﺎَﻣِﻹاَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْوُﺆ ُﻞُﺟﱠﺮﻟاَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْوُﺆْﺴَﻣَو
 َﻬِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌﺔَﻟْوُﺆْﺴَﻣ َو ﺎَﻬِﺟْوَز ِﺖْﻴَـﺑ ِﰱ ٌﺔَﻴِﻋَار َُةأْﺮَﻤْﻟاَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْوُﺆْﺴَﻣَو ِﻪِﻠْﻫَأ ِﰱ ٍعَار ﺎ
 َﻣَو ِﻩِﺪﱢﻴَﺳ ِلﺎَﻣ ِﰱ ٍعَار ُمِدَﺎْﳋاَو ِﰱ ٍعَار ُﻞُﺟﱠﺮﻟاَو : َلَﺎﻗ ْنَأ ُﺖْﺒِﺴَﺣ َلَﺎﻗَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْوُﺆْﺴ
 ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْوُﺆْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠََﻛو ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠًﻛ َو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْوُﺆْﺴَﻣَو ِﻪِْﻴَﺑا ِلﺎَﻣ6
ىﺬﻣﱰﻟاو ﻢﻠﺴﻣو ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور)(
Artinya:
Dari Abdullah bin Umar ra. ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda : "Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa
yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas
rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung
jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin
dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas semua
anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta
majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan
hartanya". Abdullah berkata : 'Aku mengira Rasulullah mengatakan pula
bahwa seseorang adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggung
jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya itu. Semua kamu adalah pe-
mimpin dan bertanggung jawab atas'segala yang dipimpinnya.(HR. Bukhari
Muslim dan Turmudzi).
Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, diamanatkan bahwa
kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat
5Al-Qur’an Dan Terjemah, QS/2:220, (Depok: SABIQ, 2009), h.35.
6Hadis ke-1199, Kitab 49; Budak. Bab 17; dibencinya perbuatan menyiksa budak.
5menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani,
jasmani, maupun sosial.
Negara Indonesia mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal
sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan
yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.7
Demikian pula dalam Islam, tertuang dalam QS/6 : 151:
7Mulia Astuti, Ruaida Murni, dan Ahmad Suhendi, Kebijakan Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Aceh (Jakarta: P3KS Press, 2013), h. 13-16.
6Terjemahnya:
Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu  yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh
anak-anak kamu karena kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu
dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan
yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan
janganlah kamu mmbunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.8
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan miskin sekalipun, orang tua
dilarang membunuh anak-anaknya. Karena Allah telah memberi rezeki pada setiap
hamba-Nya. Mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara
Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state). Sejalan dengan hal ini, bagi
Indonesia proses bernegara dan berbangsa dimaksudkan untuk menciptakan
kesejahteraan bagi warganya. Ini berarti bahwa pemimpin, pembuat kebijakan, dan
siapa saja yang tergerak membangun Indonesia harus menengok dan memperkuat
konsepsi menejemen pemerintahan berdasarkan tujuan negara yang digagas oleh para
pendiri bangsa dan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan dan batang
tubuh UUD 1945 “....melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa”. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sebagai negara kesejahteraan, Indonesia
harus fokus pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi
setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship)
di satu pihak dan kewajiban negara di lain pihak (state obligation).
8Al-Qur’an Dan Terjemah, QS/6:151, (Depok: SABIQ, 2009), h. 148.
7Perlindungan dan jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2: “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Lebih jauh
pasal 34 ayat 2 Perubahan UUD 1945 tahun 2002 menyatakan bahwa, “Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat...”. Beberapa pasal lain di
dalam UUD 1945 lebih mempertegas pentingnya penghidupan yang layak bagi setiap
warga negara, misalnya : pasal 31 ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan”. Pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak-anak yang
terlantar dipelihara oleh negara”.
Realitas anak jalanan atau anak terlantar  merupakan masalah yang menjadi
sorotan publik dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk
menanggulanginya. Permasalahan sosial tersebut merupakan masalah publik yang
mendesak untuk ditangani melalui suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan
akuntabel.9
Kebijakan pemerintah ini tampaknya belum teraktualisasikan dengan baik.
Saat ini anak jalanan masih menjadi masalah serius terutama di ibu kota provinsi dan
kota-kota besar termasuk Kota Makassar. Keberadaan mereka kerap kali
menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban, dan keamanan perkotaan.
Urbanisasi pencari kerja sektor informal, buruh dan tukang becak dari kabupaten lain
9Ronawaty Anasiru, “Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Terlantar
di Kota Makassar”. Hasil Penelitian (Makassar, 2011), h. 176.
8semakin meningkat. Kondisi ini memberikan indikasi semakin meningkatnya
keluarga miskin dan anak yang turun ke jalanan untuk mencari nafkah.
Sebagai dasar hukum, pemerintah Indonesia dalam memajukan dan
melindungi hak dasar anak telah melakukan upaya pemberdayaan baik secara
institusional maupun konstitusional. Dalam hal pemberdayaan institusional,
pemerintah telah membentuk sejumlah lembaga yang berada dalam kewenangan
negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.
Keberadaan anak jalanan di Kota Makassar dapat terlihat di tempat-tempat
umum seperti di persimpangan jalan Tol Reformasi, jalan A. Pangeran Pettarani dan
jalan Sultan Alauddin, dan masih banyak lagi.
Keberadaan anak jalanan yang semakin meningkat menyebabkan kondisi yang
buruk di Kota Makassar. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah
Kota Makassar, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengenai pembinaan
anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan pengamen di Kota Makassar.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dan pengkajian dengan mengangkat judul sebagai berikut: “Peran
Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik
Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Mengenai Pembinaan Anak
Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)”.
B. Rumusan Masalah
9Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti
adalah:
1. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial di Kota
Makassar?
2. Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2008 di Kota Makassar?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
1.1 Tujuan umum
Tujuan umum penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui
bentuk pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan pemerintah kota Makassar
dalam membina anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, serta
memberikan uraian tentang evaluasi terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun
2008.
1.2 Tujuan Khusus
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh
informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun
tujuan penelitian sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial
di Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui evaluasi terhadap kebijakan peraturan daerah nomor 2
tahnn 2008.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:
1. Bagi Almamater UIN Alauddin penelitian ini diharapkan mampu
untuk menambah dan memperkaya koleksi karya-karya ilmiah yang
dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin
memperkaya wawasan mengenai masalah yang dibahas dalam
skripsi ini.
2. Bagi pemerintah dan institusi lain yang terkait, penelitian ini
diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk lebih
mengoptimalkan pelaksanaan peraturan daerah yang pada akhirnya
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual
mengenai kebijakan publik, dan peran pemerintah mengenai
pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
4. Bagi anak jalanan penelitian ini dapat berguna untuk mendapatkan
hak-haknya dalam penghidupan yang layak sebagai anak Indonesia
yang utuh.
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5. Bagi orang tua dan masyarakat penelitian ini dapat berguna untuk
memberikan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak serta
tanggung jawab moral dan sosial dalam melindungi dan memenuhi
kebutuhan anak.
D. Tinjauan Pustaka
Sepanjang penelusuran penulis mengenai judul skripsi ini, terdapat beberapa
penelitian yang penulis temukan dan berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya:
1. Buku dengan judul “Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak-
Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Anak di Provinsi DKI
Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh Tengah” yang ditulis oleh
Mulia Astuti. Buku ini berisikan isu-isu anak, keluarga, dan masyarakat
dalam lingkup kesejahteraan, pengasuhan, dan perlindungan anak, lalu
bagaimana respon Kementerian Sosial dan Kementerian/Lembaga lain
terhadap isu-isu tersebut, dan apakah program kesejahteraan anak sudah
berjalan efektif. Buku ini juga berupaya menyajikan alternatif kebijakan
dan rekomnedasi kebijakan prioritas dalam kebijakan kesejahteraan dan
perlindungan anak.10
2. Seperti halnya hasil penelitian yang ditulis oleh Ronawaty Anasiru salah
satu mahasiswi yang pernah belajar di Sekolah Tinggi Kesejahteraan
10Mulia Astuti, Ruaida Murni, dan Ahmad Suhendi, Kebijakan Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Aceh. h. v.
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Sosial Bandung, yang berjudul “Implementasi Model-Model Kebijakan
Penanggulangan Anak Terlantar di Kota Makassar”. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara intansi terkait
pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam menanggulangi anak
jalanan merupakan suatu hambatan dalam implementasi model-model
kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar.11
3. Adapun skripsi lain yang penulis temukan, Skripsi yang ditulis oleh Fedri
Apri Nugroho salah satu mahasiswa Universitas Sebelas Maret Kota
Surakarta dengan judul “Realiatas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak
Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”. Hasil skripsi ini
menggambarkan upaya yang diharapkan kepada pemerintah dan
masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan, tanpa melihat bagaimana
kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta.12
4. Skripsi Indra Gunawan, salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu
dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosia (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar
Di Dinas Sosial Kota Bengkulu”. Skripsi ini menuliskan tentang sebuah
program layanan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk
masalah kesejahteraan sosial. Skripsi ini juga menjelaskan bagaimana
11Ronawaty Anasiru, “Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak
Terlantar di Kota Makassar”. Hasil Penelitian (Makassar, 2011).
12Fedri apri Nugroho, “Realitas Anak Jalanan di Kota Layak Anak Tahun 2014 (Studi Kasus
Anak Jalanan di Kota Surakarta)”, Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014).
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pengimplementasian kebijakan tersebut, dan bagaimana program PMKS
ini diterapkan.13
5. Skripsi Jhon Ferlin, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan
dengan judul “Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker)
Kota Medan Dalam Menangani Anak Jalanan”. Skripsi yang hampir sama
dengan yang penulis akan tulis, yang membahas tentang implementasi
sebuah UU, namun skripsi ini fokus pada salah satu institusi yaitu Dinas
Sosial dan bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani anak
jalanan.14
Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka penulis tertarik mengkaji Peran
Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial dalam hal ini melihat pada
evaluasi peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengenai pembinaan anak jalanan,
gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Sebuah kajian yang
menjadi studi kebijakan publik dan sebagai masukan bagi setiap pembaca yang ingin
menganilisis suatu kebijakan.
.
13Indra Gunawan “Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosia (PMKS) Anak Jalanan Dan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kota Bengkulu,
Skripsi (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014).
14Jhon Ferlin, “Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan Dalam Menangani Anak Jalanan”, Skripsi
(Medan: Universitas Negeri Medan, 2014).
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E. Kerangka Teori
Berdasarkan analisis peran negara dalam pencapaian kesejahteraan sosial,
maka penulis menggunakan beberapa teori besar yaitu konsep yang terkait dengan
negara kesejahteraan, teori kebijakan.
1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Sesuai dengan tulisan ini, penulis menggunakan konsep negara kesejahteraan
yang dikembangkan oleh Midgley yang menunjukkan bahwa konsep negara
kesejahteraan atau welfare state digunakan untuk menyatakan hal yang
pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga
negaranya. Konsep ini menyatakan hal yang ideal untuk dibandingkan dengan
kenyataan yang ditemui di suatu Negara tertentu. Jadi suatu negara dapat dinilai
berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial disediakan untuk warga
negaranya. Pengertian Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang
pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan,
yaitu : Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak
Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan anti diskriminasi. Untuk
mendukung perwujudan negara kesejahteraan (welfare state), maka diperlukan
kebijakan sosial.15
15Prof. Adi Fahruddin, Ph.D, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung : PT. Refika
Aditama, 2014), h.104-105.
15
Menurut Esping-Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada
peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di
dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan
kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Ide dasar konsep
negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola sumber daya yang
ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang
telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah
sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak.
Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak
masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan
kesejahteraan.16
Sebuah welfare state adalah konsep pemerintahan yang negaranya memainkan
peran utama dalam menjaga dan meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial bagi
warga negaranya. Berdasarkan prinsip persamaan kesempatan, keseimbangan
distribusi kesejahteraan, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu
menyediakan kebutuhan dasar bagi kehidupannya sendiri. Istilah umum mungkin
meliputi sebuah variasi bentuk organisasi ekonomi dan sosial.17
16Luthfi J. Kurniawan, dkk “Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial: Perspektif
Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara” (Malang: Intrans
Publishing, 2015), h. 57-60.
17Anggriani Alamsyah, Etika Politik (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 47.
16
2. Teori Kebijakan Publik
Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan
masalah kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan
dan evaluasi kebijakan. Adapun penjelasan mengenai tahap-tahapan kebijakan publik
adalah sebagai berikut:
1. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau
pilihan kebijakan yang ada.
2. Tahap Adopsi Kebijakan
Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut
diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara
direktur lembaga atau keputusan peradilan.
3. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-
badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
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4. Tahap Evaluasi Kebijakan
Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu
memecahkan masalah. Kebjakan publik pada dasarnya dibuat untuk
meraih dampak yang diinginkan.18
Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk
menunjuk suatu kegiatan  yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli
mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud
dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-
beda, namun suatu definisi yang dianggap lebih tepat dalam buku ini adalah uatu
definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi
juga mencakup pula arah tindakan atau apa dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu,
para ilmuwan dalam mengkaji kebijakan publik menempatkan ilmu politik sebagai
ilmu yang “bebas nilai” atau sebaliknya, ia dapat terlibat aktif dalam memecahkan
persoalan-persoalan masyarakat. Dan dengan demikian tidak bebas nilai.19
Pembahasan ini menyampaikan beberapa gagasan mengenai peran negara
dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial, khususnya yang menyangkut
pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.20
18Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007),
h. 32-34.
19Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta: CAPS
(Center of Academic Publishing Service), 2013), h. 33-38.
20Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan
Sosial (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 43-44.
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3. Teori Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penialaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu
kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,
evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan,
program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua
tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi apa yang
ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara  menggambarkan dampaknya,
sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu
kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah diteteapkan sebelumnya.
Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah progrm kebijkakan publik
mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa
yang menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah karena terjadi kesalahan dalam
merumuskan masalah ataukah karena faktor-faktor yang lain? Tugas kedua dalam
evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah
kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak
kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang
dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat
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melakukan penilaian apakah program yang dijalankan  berhasil ataukah gagal?
Dengan demikian, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu
kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dari dua hal
yang dipaaparkan di atas, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti
pentingnya evaluasi dalam kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab
kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang diinginkan dapat dijadikan
pedoman untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.21
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun
tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.22
Adapun data deskriptif yang dimaksud adalah ucapan atau tulisan dan perilaku
yang dapat diamati dari orang-orang (subyek itu sendiri).23
Adapun lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar
yang merujuk pada 3 lokasi yaitu kantor Dinas Sosial Kota Makassar, kantor
DPRD Kota Makassar, Fly Over Jl. Urip Sumohardjo, dengan pertimbangan
bahwa Kota Makassar merupakan tujuan utama dari para pekerja urban untuk
21Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, h. 226-227.
22Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan
(Jakarta: Khariama Putra Utama, 2005), h. 166.
23Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.alih bahasa-
Arif Furchan (Cet- 1. Usaha Nasional. Surabaya- Indonesia: 1992), h. 21.
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memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari nafkah yang sebagian menjadi
anak jalanan di Kota Makassar.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan
menggunakan model sebuah telaah implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 2 Tahun 2008 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis,
dan pengamen. Pendekatan dan metode tersebut didasarkan atas pertimbangan data
yang diperoleh tidak dapat dikuantifikasi karena terkait dengan masalah nilai-
kultur. Masalah kebijakan terkait dengan kualitas baik isi, maupun cara
mengimplementasikan karena terkait dengan masalah pengambil kebijakan,
pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan itu sendiri.24
3. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dari pemerintah Kota Makassar, instansi
terkait, dan petugas lembaga pelayanan anak jalanan atau anak terlantar. Selain itu,
Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitan ini adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari
lapangan atau data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dan berhubungan
dengan pembahasan masalah dalam skripsi, data yang berupa dokumen resmi.
24Ronawaty Anasiru, “Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak
Terlantar di Kota Makassar”. Hasil Penelitian (Makassar, 2011), h. 180.
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Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dengan membaca berbagai macam bacaan sebagaimana dimaksud dalam teknik
pengumpulan data.
4. Metode Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode pengamatan
yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif seperti:
a. Wawancara, yakni salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang
merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat
diartikan sebagai cara mendapatkan informasi dariresponden dengan cara
bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). Peneliti juga akan
melakukan wawncara secara mendalam dengan informan kunci yaitu orang-
orang yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam tentang
komunitasnya yang dapat memberikan data berharga.
b. Observasi, yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan secara langsung terhadap
obyek yang diteliti.
c. Pustaka (library research), yakni metode yang penulis gunakan untuk
mengumpulkan data lewat bahan-bahan bacaan dari referensi berupa buku-
buku, media cetak atau media massa lainnya yang berkaitan dengan
pembahasan skripsi ini.
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5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan suatu kajian tentang sesuatu dengan
meneliti bagian-bagiannya serta hubungan dari bagian-bagian itu. Proses ini
berlangsung bertahap yakni pengkajian literatur atau pengamatan pada fenomena,
kategorisasi, menelusuri kategorisasi, menjelaskan hubungan kategorisasi, menarik
kesimpulan, serta membangun teori.25
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna
mencari kebenaran kualitatif, selanjutnya akan disajikan secara deskriptif yaitu
dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.
Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang
dilakukan sebagai berikut:
a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan
dokumentasi.
b. Reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada peneyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari
catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana
yang sesuai dengan masalah penelitian.
25 Burhan Bangin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.
144.
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c. Penyajian data setelah reduksi, penyajian data diarahkan agar hasil
reduksi terorganisasikan, teersusun dalam pola hubungan sehingga akan
mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian
naratif, pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relefan,
sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki
makna tertentu.
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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITAN
A. Gambaran Umum Kota Makassar
1. Kondisi Fisik dan Wilayah
Kota Makassar terletak antara 119°24′17′38” Bujur Timur dan 5°8′6′19”
Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah
timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat
adalah Selat Makassar.
Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan
terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas area 175,77 km2
persegi yang meliputi 14 kecamatan.26 sehingga kota ini dapat dikatakan sebagai
kota metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan
sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan
pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang, baik darat, laut
maupun udara, serta sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup
berdampingan secara damai seperti etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Toraja, dan
etnis Mandar. Kota dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya
beragama Islam.
26Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar Dalam Angka 2014, h. 1.
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Kota Makassar mempunyai posisi yang strategis karena berada di
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah Kawasan Timur Indonesia dan
dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota
Makassar berada di koordinat 119° 5,8° dengan ketinggian yang
bervariasi antara 1-25 dari permukaan laut, dengan suhu udara antara
20° sampai dengan 32° . Kota Makassar yang merupakan daerah pantai yang
datar dengan kemiringan 0-5° ke arah barat diapit dua muara sungai yakni sungai
Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara
di selatan kota.27
27http://Makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html. Dinas Komunikasi dan
Informasi Kota Makassar, 2014. Diakses tanggal 16 Februari 2016, 12:20.
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Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar
Kecamatan Luas Persentase Terhadap
Luas Kota Makassar
Mariso 1, 82 1,04
Mamajang 2,25 1,28
Tamalate 20,21 11,50
Rappocini 9,23 5,25
Makassar 2,52 1,43
Ujung Pandang 2,63 1,50
Wajo 1,99 1,13
Bontoala 2,10 1,19
Ujung Tanah 5,94 3,38
Tallo 5,83 3,32
Panakukang 17,05 9,70
Manggala 24,14 13,73
Biringkanaya 48,22 27,43
Tamalanrea 31,84 18,12
Makassar 175,77 100,00
Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional28
2. Kependudukan
Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar
kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis, sisanya berasal dari Toraja,
28Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar Dalam Angka 2014, h. 5.
27
Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagaianya.29 Penduduk Kota Makassar
tahun 2013 tercatat sebanyak 1.408.072 jiwa yang terdiri dari 695.955 laki-laki
dan 712.117 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun
2012 tercatat sebanyak 1.369.606 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis
kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar
yaitu sekitar 7,73%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98
penduduk laki-laki.
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan,
menunjukkan bahwa penduduk berkonsentrasi di wilayah kecamatan
Biringkanaya, yaitu sebanyak 185.030 jiwa atau sekitar 13,14% dari total
penduduk, disusul kecamatan Tamalate sebanyak 183.039 jiwa atau sekitar
12,99%, kecamatan Rappocini sebanyak 158.325 jiwa atau sekitar 11,24%, dan
yang terendah adalah kecamatan Makassar dengan populasi sebanyak 27.802
jiwa atau sekitar 1,97%.
29http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar, Kota Makassar. Diakses tanggal 16 Februari
2016, 16:02.
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Di Kota Makassar
Kecamatan
Penduduk Rata-rata Laju
Pertumbuhan Penduduk
2012 2013 2010-2013
Mariso 56.524 57.790 0,58
Mamajang 59.170 60.236 0,15
Tamalate 176.947 183.039 1,76
Rappocini 154.184 158.325 1,02
Makassar 82.027 83.550 0,20
Ujung Pandang 27.201 27.802 0,55
Wajo 29.630 30.258 0,46
Bontoala 54.515 55.578 0,30
Ujung Tanah 47.129 48.133 0,47
Tallo 134.783 137.260 0,18
Panakkukang 142.308 145.132 0,33
Manggala 122.838 127.915 0,44
Biringkanaya 177.116 185.030 0,77
Tamalanrea 105.234 108.324 0,98
Makassar 1.369.606 1.408.072 8,19
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar
Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut
masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3
(tiga) kecamatan yaitu Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea.
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3. Kondisi Sosial
3.1 Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara
akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena
manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.
Jumlah Sekolah Dasar di Kota Makassar pada tahun 2013/2014,
sebanyak 493 unit dengan jumlah guru sebanyak 9.790 orang dan jumlah
murid sebanyak 150.255 orang. Jumlah SLTP sebanyak 192 unit dengan
jumlah guru sebanyak 3.984 orang dan jumlah murid sebanyak 62.758 orang.
Jumlah SLTA 117 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.837 orang dan jumlah
murid sebanyak 54.625 orang.
3.2 Kesehatan
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan bisa dilihat dari 2
aspek kesehatan yaitu, sarana kesehatan dan sumber daya manusia.
Tahun 2013 di Kota Makassar terdapat 34 Rumah Sakit, yang terdiri
dari 8 Rumah Sakit Pemerintah/ABRI, 25 Rumah Sakit Swasta serta 1 Rumah
Sakit khusus lainnya.
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3.3 Tahapan Keluarga Sejahtera
Jumlah keluarga pra keluarga sejahtera di Kota Makassar pada tahun
pada tahun 2013 sebanyak 54.247 keluarga dan keluarga sejahtera sebanyak
62.095 keluarga dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 267.064.
Tabel 3. Jumlah Keluarga Dirinci Menurut Kecamatan dan Tahapan Keluarga
Sejahtera Di Kota Makassar
Kecamatan Jumlah Kepala
Keluarga
Tahapan Keluarga Sejahtera
Pra Keluarga
Sejahtera
Keluarga
Sejahtera
Mariso 11.967 3.511 3.510
Mamajang 11.496 2.492 3.286
Tamalate 32.534 8.472 6.425
Rappocini 28.711 4.028 5.889
Makassar 17.469 7.874 5.586
Ujung Pandang 5.233 571 969
Wajo 7.746 814 2.243
Bontoala 10.446 2.633 3.046
Ujung Tanah 10.877 2.519 4.998
Tallo 28.971 5.922 7.841
Panakkukang 26.906 5.964 4.607
Manggala 22.630 3.201 4.836
Biringkanaya 33.454 5.291 5.960
Tamalanrea 17.359 1.066 3.579
Makassar 2014 265.799 54.358 62.775
2013 267.064 54.247 62.095
Sumber: Badan Keluarga Berencana Kota Makassar30
30Badan Pusat Statistik Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2014), h. 108.
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3.4 Anak Jalanan
Jumlah anak jalanan di Kota Makassar pada tahun 2012 sebanyak 990
anak. Sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis mencapai 269 orang.
Tabel 4. Jumlah Anak Jalanan (Anjal) Menurut Kecamatan Di Kota Makassar
Kecamatan Gelandangan,
Pengemis
Anak Jalanan
Mariso 15 164
Mamajang 11 121
Tamalate 22 45
Rappocini 14 79
Makassar 36 142
Ujung Pandang 8 22
Wajo 7 35
Bontoala 17 47
Ujung Tanah 12 67
Tallo 27 29
Panakkukang 38 157
Manggala 12 27
Biringkanaya 9 15
Tamalanrea 41 40
Makassar 2012 269 990
Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar
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Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Kota
Makassar, adapun jumlah anak jalanan pada tahun 2015 yaitu 211 orang,
gelandangan dan pengemis 119 orang, dan pengamen sebanyak 106 orang.31
4. Visi-Misi Kota Makassar
Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan.
Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus
merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam konteks itu
Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Visi 2010 sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar
dengan rumusan: “Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga,
Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”.
Visi lima tahun di atas mengandung makna:
1. Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada tumbuh dan
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari serta dalam
pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan
secara optimal dengan tetap peningkatan kualitas lingkungan hidupnya.
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi
pengusaha kecil, menengah maupun besar.
31Dinas Sosial Kota Makassar, Hasil Patroli Anak Jalanan, Gepeng, Pengamen, Psikotik,
WTS dan Waria Yang Terjaring 2015.
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3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, relevan dengan
dunia kerja, mampu meningkatkaan kualitas budi pekerti, dan yang
relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK).
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan yang
dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan
pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam perikehidupan dengan
menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia
dengan manusia, dan manusia dengan alam.
Misi Pemerintah Kota Makassar yaitu:
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional.
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi
potensi lokal.
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan
pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengalaman nilai-nilai agama
berbasis kemajemukan masyarakat.
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
melalui peningkatan profesionalisme aparatur.
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6. Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik.32
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Makassar
1. Sejarah Kantor Dinas Sosial Kota Makassar
Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen
Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun
1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya
sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49
Tahun 1983.
Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah
Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah
lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI
No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial
di Provinsi maupun di kabupaten/kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial
Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan
dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan
Walikota Makassar, Nomor 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.
Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50
Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar,
32Asrul Nurdin, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar. Skripsi.
(Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 86-87.
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berada pada tanah seluas 499 m2, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan
berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat33
Adapun latar belakang didirikannya Kantor Dinas Sosial yaitu:
1. Timbulnya masalah sosial
2. Makin meluasnya masalah sosial
3. UUD 1945 yang menyangkut kesejahteraan sosial.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar
Adapun tugas pokok Dinas Sosial Kota Makassar adalah merumuskan,
membina, dan mengendalikan kebijakan dibidang sosial meliputi kesejahteraan
sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta
bimbingan organisasi sosial. adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan rumusan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial,
rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan
bimbingan organisasi sosial.
33www.dinsosmks.com/p/sejarah.html, Sejarah Dinas Sosial Kota Makassar, diakses Tanggal
26 Februari 2016, 23:09.
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b. Penyusunan rencana dan program di bidang usaha kesejahteraan
sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
serta bimbingan organisasi.
c. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di
bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan
jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi.
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan keuangan,
pelaksanaan kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan urusan
rumah tangga, serta mengkoordinasikan perumusan program kerja.
e. Pembina unit pelaksana teknis.
3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar
Visi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu terwujudnya  pengendalian
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi sumber
kesejahteraan sosial.
Misi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu:
1. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya
pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
2. Mengembangkan sistem pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang transparantif dan akuntabel.
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3. Meningkatkan kapasitas para stakeholder dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial.34
34www.dinsosmks.com/p/visi-dan-misi.html, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar,
diakses Tanggal 26 Februari 2016, 23: 28.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Masalah Sosial
Salah satu agenda penting reformasi sejak tahun 1998 adalah perbaikan
pelayanan publik. Tantangan menuju pelayanan publik yang lebih adil dan
berkualitas tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Perubahan pada
tataran peraturan, struktur, paradigma, serta kultur perlu dilakukan dan ini
membutuhkan waktu yang cukup lama.
Reformasi pelayanan publik perlu dipahami dalam arti luas, lebih dari
sekedar mengubah pandanganan mental aparat birokrasi di negeri ini yang masih
melihat pelayanan publik sebagai pekerjaan yang dilayani bukan pekerjaan yang
melayani. Berbicara pelayanan publik yang adil dan berkualitas adalah berbicara
mengenai tanggungjawab negara kepada rakyatnya. Negara yang baik adalah
negara yang mampu memenuhi dan melindungi hak-hak penduduknya.
Parameternya dapat dilihat dari keluaran proses kebijakan yang ada, yaitu
pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adalah tugas negara (dalam hal ini
dijalankan pemerintah) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.35
Pengangguran berakibat buruk sekali baik terhadap perorangan maupun
terhadap masyarakat umum. Ia merendahkan tingkat hidup, merusak
ketenteraman keluarga, karena terputusnya sumber penghasilan terpenting dan
35Luthfi J. Kurniawan, dkk, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. h. 96-97.
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sering juga memaksa ibu bekerja kasar untuk mengganti upah ayah.
Pengangguran yang meluas menyebabkan kekacauan politik dan ketidakamanan,
karena jikalau orang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan maka mudah
sekali ia menjadi umpan pikiran-pikiran menjurus kepada perbuatan yang
tercela.36
Jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang tanpa
diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Selain itu,
pelayanan publik yang disediakan umumnya terbatas, misalnya jumlah, kualitas
tenaga, fasilitas dan sarana yang tidak memadai dan tidak merata. Umumnya ini
disebabkan keterbatasan SDM serta alokasi anggaran yang kurang memadai
dalam APBD. Di sejumlah daerah, APBD lebih banyak dihabiskan untuk
kegiatan rutin dibandingkan kegiatan pembangunan.
Konsep negara kesejahteraan tentunya sangat tepat untuk
menggambarkan bagaimana seharusnya negara berbuat untuk kepentingan
warganya. Negara kesejahteraan, pada dasarnya mengacu pada “peran negara
yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian” yang di
dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan
pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.37 Tentang
kesejahteraan sosial sendiri, kita dapat melihat kondisi sosial di suatu wilayah,
36Hassan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h.
220.
37 Luthfi J. Kurniawan, dkk, Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. h. 99-103.
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kondisi sosial ataupun masalah sosial yang cukup besar ialah masalah anak
jalanan.
Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar hidupnya di jalan. Nama
anak jalanan sejak dulu tidak pernah berganti nama menjadi anak terlantar.
Mereka yang dikatakan anak jalanan, karena memiliki waktu lebih banyak di
jalanan. Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial, yang menghambat
perkembangan tumbuh-kembang anak karena anak yang seharusnya memiliki
waktu untuk bermain sudah tidak bisa bermain. Pikiran dan otaknya hanya
mencari uang. Sebenarnya anak jalanan memiliki rutinitas sebagai penjual jasa
bukan pengemis, tapi sekarang yang namanya anak yang umurnya 0-18 tahun
dianggap anak jalanan sekalipun aktifitasnya hanya sebagai peminta-minta atau
pengemis. Dulu gelandangan dan pengemis dikatakan sebagai gepeng, namun
sekarang Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan bahwa yang
namanya gepeng ialah umur 18 tahun ke atas. Tapi dari Kementerian Sosial
sendiri menganggap bahwa anak jalanan ialah anak yang menjual jasa.
Pasal 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen, yang dimaksud dengan:
1. Anak jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4-8 jam
perhari.
2. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak
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mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal
tetap.
3. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas
nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara
meminta-minta di jalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai
alasan untuk  mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
4. Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan
apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya
seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga
orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa
atau imbalan atas kegiatannya itu secara fisik.38
Kendala atau faktor penghambat dalam penanganan anak jalanan yaitu
kurangnya anggaran dari pemerintah Kota Makassar. Ada pula masyarakat yang
tidak mengerti akan penanganan anak jalanan. Contohnya, sebagian masyarakat
tetap memberikan uang kepada mereka yang meminta-minta. Padahal pemerintah
sudah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tidak selalu memberi uang
kepada mereka yang meminta-minta, karena apabila dilakukan terus menerus,
maka masalah sosial tidak akan pernah berakhir sebab rasa iba terhadap mereka
sehingga mereka juga senantiasa meminta terus menerus.
Adanya anak jalanan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti
kemiskinan, disebabkan karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan yang
38Lihat Lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2008,  BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, h. 6-7.
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dilatarbelakangi oleh tidak adanya pendidikan. Hal ini juga disebabkan oleh
tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki
masyarakat Kota Makassar. Ada juga anak yang hidup dijalan karena
dipengaruhi oleh teman-temannya sendiri, melihat temannya yang ada di jalan,
sehingga ia ikut juga. Ada juga faktor lain yang mempengaruhinya seperti lokasi
tempat tinggal yang memang anak jalanan biasanya tinggal atau menetap,
akhirnya ikut juga keluar di jalan. Sebagian kecil ada juga anak jalanan yang
berasal dari keluarga kaya, namun karena pengaruh dari temannya sehingga ia
juga ikut menjadi anak jalanan.
Tidak sedikit dari anak jalanan yang didapati menggunakan narkoba.
Mereka tidak langsung menggunakan sabu, tetapi menggunakan obat terlarang
seperti Tramadol, isap lem, obat kecil yang sebenarnya obat rematik semacam
Destrometophan sebagai pengganti sabu-sabu. Mereka yang terjangkit narkoba
tidak langsung dibawa ke BNN, tapi dibawa ke IPWL (Institusi Pelayanan Wajib
Lapor).
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Murni S.Kesos, selaku
staf Rehsos mengatakan bahwa:
“Mereka yang terjangkit narkoba tidak langsung dibawa ke BNN, tapi
dibawa ke IPWL (Institusi Pelayanan Wajib Lapor). Jadi IPWL yang biasa kita
pakai yaitu IPK2L di jln. Faisal No. 18. Mereka akan mendapatkan rehabilitasi
disana sampai benar-benar sembuh dan selanjutnya dimasukkan ke panti
asuhan”.39
39Murni S.Kesos, Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara,
Makassar, 01 Maret 2016.
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Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan
pendidikan bagi mereka yang tidak bersekolah, yaitu dengan diadakannya
beberapa bentuk Paket, seperti Paket A, B, dan C. Paket C yang diberikan kepada
mereka yang ingin bersekolah ditingkat SLTP. Dinas Sosial dan Dinas
Pendidikan sendiri telah berusaha menyekolahkan mereka ketika orang tua
mereka ini tidak memiliki biaya, dalam artian bahwa ketika orang tuanya tidak
memiliki biaya sekolah yang lebih maka diusahakan anaknya diberikan
pendidikan gratis dari pemerintah.
Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari upaya pemerintah memberikan
pelayanan terhadap warga masyarakatnya. Di Kota Makassar sendiri, dalam hal
ini mengenai kesejahteraan sosial khususnya pada masalah sosial yang berkaitan
dengan pembinaan anak jalanan, pemerintah membuat suatu kebijakan yang
termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pembinaan anak
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Adapun
bentuk pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang dilakukan pemerintah Kota
Makassar, yaitu:
1. Program pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan
lanjutan, serta rehabilitasi sosial.
2. Pengurangan terhadap perilaku eksploitasi dilakukan oleh Pemerintah Kota
Makassar sebagai barometer dari pelaksanaan suatu kebijakan harus menindak
tegas pihak-pihak yang sengaja mengeksploitasi kegiatan dari anak jalanan.
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3. Melakukan pemberdayaan yaitu proses penguatan keluarga yang dilakukan
secara terencana dan terarah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki tiap
individu yang dibina.
4. Bimbingan lanjutan yaitu satu cara pembinaan yang dilakukan melalui
kegiatan monitoring evaluasi dari program pemberdayaan sebelumnya.
5. Partisipasi masyarakat yaitu kebiasaan untuk tidak memberikan uang pada
anak jalanan agar tidak senantiasa meminta-minta.
Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar
bekerja sama dengan instansi yang terkait, yaitu:
1. Pembinaan Pencegahan
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008, pembinaan pencegahan dilakukan
oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya
jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak dijalanan,
gelandangan, pengemis dan pengamen.40
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Mas’ud,
S.MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa:
“Anak jalanan sangat mengganggu arus lalu lintas yang ada di beberapa
perempatan di Kota Makassar seperti di persimpangan fly over jl. Urip
Sumohardjo. Dari masalah anak jalanan inilah sehingga dinas sosial
mengadakan penertiban yang bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak
kepolisian, yang selanjutnya dari pihak dinas sosial sendiri melakukan
40Lihat Lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2008, BAB III Pasal 6, h. 10.
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pendataan dan pembinaan dalam hal ini pembinaan dalam bentuk
keterampilan dan bimbingan mental”.41
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa langkah awal yang
dilakukan Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian ialah
diadakannya pendataan dan pembinaan dalam bentuk pengarahan dan
pencegahan. Pendataan ini dapat diketahui nama, jenis kelamin, alamat,
pendidikan dan alamat sekolah, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan
permasalahan pokok yang dihadapi sehingga mereka turun di jalanan sebagai
pengemis, pengamen, gelandangan, dan sebagainya. Data-data ini merupakan
data awal yang dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Data
ini juga memberikan gambaran garis besar jumlah anak jalanan untuk melakukan
kegiatan selanjutnya.
Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian menggelar
beberapa pemantauan dan pendataan dengan cara patroli keliling di seluruh Kota
Makassar. Tim patroli ini muncul karena adanya POKJA (Kelompok Kerja)
antara instansi dan SKPD yang berwewenang untuk menangani anak jalanan
sesuai dengan Perda Kota Makassar. Beberapa Kelompok Kerja ini ada dari
Pengadilan, Kepolisian, Satpol PP, dan Diknas. Tim patroli ini juga memiliki 1
tim. Tim Patroli ini terdiri dari Satpol PP yang bertindak sebagai penegak Perda,
Kepolisian sebagai Back up dan keamanan bagi Dinas Sosial. berdasarkan hasil
41Drs. H. Mas’ud, S.MM, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar,
Wawancara, Makassar, 19 Februari 2016.
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wawancara peneliti dengan Ibu Murni, S.Kesos selaku staf Rehsos, mengatakan
bahwa:
“Tim Pokja ini bekerja apabila ada beberapa masalah, misalkan ada anak
yang akan disidang. Namun akhir-akhir ini atau mungkin sudah beberapa
tahun tim Pokja tidak aktif atau tidak melaksanakan tugasnya, disebabkan
karena sudah tidak pernah lagi dilaksanakannya sidang. Sidang ini
dilaksanakan apabila ada anak yang bermasalah. Sepanjang diadakannya
sidang oleh tim Pokja ini, sudah ada 2 anak yang dipenjarakan karena masalah
eksploitasi”.42
Kegiatan patroli diadakan untuk melakukan pencegahan terhadap anak
jalanan yang melakukan aktivitas baik itu mengemis, mengamen, menjual tissue
dan sebagainya. Namun ada sedikit perbedaan bagi para pengemis dan bagi
mereka yang berjualan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Murni,
S.Kesos mengatakan bahwa:
“Sebenarnya bagi anak yang berjualan dipinggir jalan, kami tidak
bisa melakukan banyak tindakan sebab ini bukan tugas kami, tapi tugasnya
perdagangan. Kami hanya mengambil tindakan berupa teguran saja bagi
mereka yang sudah terbilang berumur dewasa. Tapi karena adanya anak-
anak yang berjualan sehingga kami memberikan undang-undang
perlindungan anak”.43
Berdasarkan percakapan di atas, dapat dijelaskan bahwa instansi yang
terkait tidak bisa mengambil tindakan mengambil anak jalanan yang berjualan di
jalan begitu saja, karena adanya UU Perlindungan Anak. Adapun Undang-
Undang Perlindungan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
42Murni S.Kesos, Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara,
Makassar, 01 Maret 2016.
43Drs. H. Mas’ud, S.MM, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar,
Wawancara, Makassar, 19 Februari 2016.
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2002 dengan pertimbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
menjamin kesejahteraan bagi tiap warga negaranya, termasuk perlindungan
terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Adapun yang mengenai
hak anak tersebut ialah terkandung pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 ayat 12 juga
menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yangg
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.44
Berkaitan dengan hal anak yang berjualan di jalan, peneliti juga
melakukan wawancara dengan salah satu anak jalanan usia sekolah yang
bernama Firna Safitri. Adapun hasil wawacara peneliti yaitu:
“Sebenarnya saya bersekolah, tapi karena bapakku sudah tidak ada jadi
saya ikut nenek berjualan di jalan. Karena mamaku sakit dirumah. Sedangkan
saya punya adik 3. Pernah satu kali saya diambil oleh petugas satpol PP
bersama Dinas Sosial, tapi setelah beberapa hari saya dipulangkan karena
nenek saya datang ke Dinas Sosial. Saya juga tidak mau jika dimasukkan ke
panti rehabilitasi, karena kalau bukan saya yang mencari uang untuk mama dan
adik saya, siapa lagi. Daripada saya pergi mencuri, lebih baik saya ikut nenekku
berjualan”.45
44www.hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 – hukumonline.com.
Diakses tanggal 02 Maret 2016, 20:18. h. 1-3.
45Firna Safitri, Anak Jalanan Usia Sekolah, wawancara, 08 Maret 2016.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Firna Safitri dapat
dikatakan bahwa anak tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain berjualan di
jalan. Anak yang awalnya bersekolah akhirnya menjadi anak jalanan yang
berjualan akibat orang tua yang tidak mempunyai latar belakang ekonomi yang
baik.
Selain anak jalanan yang peneliti wawancarai di atas, adapun pengamen
bernama Daus yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai
pekerjaannya, yaitu:
“Menurut saya, bekerja sebagai pengamen itu wajar. Selain
karena seni yang begitu saya minati, juga pekerjaan ini tidak terlalu
berat bagi kalangan anak muda yang memang tidak memiliki pekerjaan
tetap maupun anak sekolahan seperti saya. Jika ditanya masalah
rehabilitasi, saya tidak bersedia. Karena saya juga bersekolah, disisi lain
saya juga harus mencari uang untuk jajanan saya di sekolah. Mengamen
juga bukan kemauan saya sepenuhnya, tapi orang tua saya juga tidak
memiliki pekerjaan yang tetap. Kadang jadi buruh bangunan, kadang
juga jadi penjual koran, kadang juga dipanggil jadi tukang bersih-bersih.
Seandainya pemerintah langsung memberikan bantuan modal usaha itu
lebih baik menurut saya. Misalnya diberikan modal untuk menjual baju
kaos seperti yang ada di beberapa ruas jalan. Yang jelasnya kalau mau
dikasi masuk di tempat rehabilitasi yang kakak bilang, saya tidak mau.”46
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan anak pengamen di atas, maka
dapat dikatakan bahwa sosialisasi antara anak yang memiliki masalah sosial
ekonomi sangatlah penting. Sebab mereka belum banyak mengetahui tentang
bentuk rehabilitasi yang dijalankan pemerintah. Peneliti juga menyimpulkan
bahwa mengamen merupakan pilihan ketika tidak memiliki biaya untuk sekolah.
46Daus, Pengamen, wawancara, 14 Mei 2016.
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Mengenai Perda tentang anak jalanan, Dinas Sosial Kota Makassar telah
bersosialisasi tentang adanya peraturan daerah sebagai pengikat dan juga sebagai
informasi mengenai larangan kepada masyarakat umum untuk tidak
membiasakan memberi uang dan membeli di jalanan.
Selain dengan anak jalanan usia sekolah, adapun hasil wawancara peneliti
dengan salah satu pengemis usia lanjut Bapak Suling:
“Saya seorang nelayan, namun karena keterbatasan fisik seperti
ini akhirnya saya turun di jalanan menjadi pengemis. Saya juga memiliki
istri yang juga memiliki keterbatasan fisik seperti saya. Saya juga hanya
mengontrak rumah, maka dari itu juga saya turun di jalanan. Sebab saya
mau kerja, tidak ada yang bisa terima saya dengan kondisi seperti ini.
Saya hanya berharap pemerintah memberikan bantuan kepada orang-
orang yang memiliki keterbatasan fisik seperti saya. Karena tidak ada
juga jalan lain selain mengemis di jalan.”47
2. Pembinaan Lanjutan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tertulis bahwa
pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan
pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat
umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.48
Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang fokus pada pengurangan
jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan
aktifitas di jalanan. Mereka akan diberikan pembinaan berupa rehabilitasi sosial
47Bapak Suling, Pengemis Usia Lanjut, wawancara, 09 Februari 2016.
48Lebih jelas lihat lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2008, BAB III Pasal 11, h. 13.
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dan penyekolahan bagi anak usia sekolah. Pembinaan lanjutan juga dilakukan
dengan terus berpatroli di tempat-tempat umum yang ada di Kota Makassar
khususnya tempat yang memang banyak anak jalanan. Bagi yang ditemukan ada
di jalan maka akan langsung di bawa ke kantor polisi untuk selanjutnya
dilakukan pendataan dan penyidikan, lalu selanjutnya dibawa ke panti asuhan
sebagai tempat tinggal baru mereka. Inilah bentuk penerapan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar.
Kegiatan ini tidak dilakukan oleh Dinas Sosial saja, akan tetapi adanya
kerja sama yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kepolisian, juga masyarakat
yang ikut andil terhadap pembinaan anak jalanan ini. Tidak jarang pula ada
mahasiswa yang ikut sebagai bentuk bakti sosial terhadap penyandang masalah
sosial ini. Patroli keliling yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait
tidak hanya sekedar patroli saja, namun juga dilakukan sosialisasi kepada mereka
yang hidup di jalan, khususnya sosialisasi kepada orang tua mereka. Karena anak
yang turun di jalan, sebagian besar merupakan hasil dari eksploitasi atau latar
belakang orang tuanya yang memang hidupnya sebagian besar di jalan.
Sehubungan dengan masalah anak jalanan tersebut, maka dalam modul
pelayanan sosial anak jalanan, ada 3  model pelayanan bagi anak jalanan yaitu:
1. Community Based Social Services
Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di
lingkungan masyarakat, berdasarkan tempat tinggal  anak dan
keluarga. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh
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anak dan keluarga anak jalanan serta seluruh anggota masyarakat
lainnya dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini adalah
mencegah anak dari keluarga miskin terutama anak yang mempunyai
resiko tinggi menjadi anak jalanan. Diupayakan agar mereka tidak
mungkin mempunyai peluang terjun ke jalan dan dimungkinkan untuk
dikembalikan kepada keluarga mereka.
2. Street Based Social Services
Pelayanan sosial terhadap anak jalanan dikembangkan di lingkungan
jalanan atau tempat publik lainnya, ketika anak jalanan menjalani
hidup di jalan. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan
seluruh anak jalanan dengan para pihak yang bersinggungan dengan
kehidupan anak jalanan dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini
adalah mencegah anak jalanan dengan kategori anak yang bekerja di
jalan untuk tidak terjerumus dan menjadi pelaku kejahatan.
Diupayakan agar mereka menjalani kehidupan seperti semula dan
dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.
3. Centre Based Social Services
Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lembaga
pelayanan khusus dalam bentuk panti atau yang sejenisnya. Anak
diambil dari lingkungan jalanan atau tempat umum lainnya. Mereka
diberi fasilitas untuk dapat menjalani hidup seperti semula. Selain itu,
pelayanan ini dilakukan untuk mengisolir mereka dari lingkungan
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yang dapat menjadikan diri mereka berperilaku melanggar norma.
Tujuan pelayanan ini adalah untuk menyembuhkan anak jalanan dari
luka-luka fisik maupun psikologis dan sosial yang dialaminya.
Mereka menerima pelayanan ini untuk jangka waktu yang tidak
terbatas dan setelah sembuh dari pengaruh kehidupan anak jalanan,
kemudian mereka dapat dikembalikan kepada keluarga mereka.49
Dari ketiga model pelayanan sosial di atas, Kota Makassar
menggunakan model Centre Based Sosial Services, mereka diberikan
keterampilan dalam sebuah panti atau pusat rehabilitasi, lalu diberikan modal
usaha untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Setelah mereka
diberikan modal usaha dalam bentuk peralatan, pemerintah tetap melakukan
controling terhadap usaha yang mereka jalankan.
3.   Rehabilitasi Sosial
Pasal 19 tentang usaha rehabilitasi sosial dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2008 mengatakan bahwa usaha rehabilitasi sosial dilakukan
untuk memantapkan taraf kesehateraan sosial penerima layanan agar mereka
mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan
bermasyarakat.50
49Depsos RI, Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan Berbasis Panti (Jakarta: Depsos RI,
2006), h.5.
50Lihat Lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2008, BAB III Pasal 19, h. 16.
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Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas
sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu
tertentu, sesuai dengan perkembangan selama mengikuti program. Pembinaan
rehabilitasi dilakukan dengan bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari
masing-masing individu. Anak jalanan yang berada pada usia sekolah akan
diberikan bantuan sekolah gratis. Sedangkan bagi anak jalanan yang berada pada
umur yang terbilang dewasa atau dalam usia produktif maka akan diberikan
bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan pembekalan
pada dunia kerja.
Adapun beberapa penjelasan mengenai pelaksanaan bimbingan
diantaranya:
1. Bimbingan Mental
Bimbingan mental atau spiritual yaitu dengan melakukan pembentukan
sikap atau perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk perkelompok.
Pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efek
positif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam lingkungan
masyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental atau spiritual ada hal-hal yang
dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan,
bimbingan terhadap budi pekerti, serta bimbingan akan norma-norma dalam
kehidupan.
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2. Bimbingan Fisik
Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan,
seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan
kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan
serta kebugaran fisik. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada
ditemukan yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dihentikan dalam
proses pemberian pembinaan sehabilitasi di dalam panti. Pemberhentian
pembinaan rehabilitasi artinya hanya bersifat sementara karena yang kedapatan
memiliki gangguan kesehatan terlebih dahulu diruju untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan lalu melanjutkan pembinaan
rehabilitasi di panti sosial.
3. Bimbingan Sosial
Bimbingan sosial yang diberikan bertujuan agar anak-anak tersebut tidak
termotivasi dan dapat menumbuh-kembangkan kesadaran dan tanggung
jawabnya sebagai anggota masyarakat. Disamping itu, pemberian bimbingan
sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak
jalanan tersebut baik itu sifatnya perorangan maupun dalam bentuk kelompok.
Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan
hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung
jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja.
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Bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran
dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan
lingkungan sosial atau tatanan kehidupan masyarakat. Bimbingan sosial ini
menumbuh kembangkan dan meningkatkan secara mantap kesadaran tanggung
jawab sosial untuk berintegrasi saat melakukan out bond, permainan yang cukup
menntang dan membutuhkan konsentrasi, baik tenaga maupun pikiran, serta
membutuhkan adanya saling kerja sama.
4. Bimbingan Keterampilan
Pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan di dalam panti
rehabilitasi ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi-
instansi yang terkait seperti perusahaan swasta. Pelaksanaan pelatihan
ketermpilan yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang
dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk
pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki.
Ketika dianggap sudah mampu menghasilkan uang dari hasil ketrampilan yang
dimilikinya, barulah dilakukan pelepasan. Dilepas artinya bukan dilepaskan
begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan
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yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungannya
untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.51
Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Murni, S.Kesos
mengatakan bahwa:
“Bentuk pembinaan rehabilitasi yang kami lakukan itu bermacam-macam,
seperti lifeskill, jadi anak-anak yang ingin dilatih akan diberikan keterampilan sesuai
dengan umur yang dimilikinya. Terus ada juga yang namanya pemberdayaan anak
dan pemberdayaan orang tua, namun sekarang saya kurang tau apakah program
pemberdayaan anak dan orang tua ini masih terlaksana atau tidak. Pelatihan
keterampilan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan perkembangan dan
keinginan si anak dan sesuai dengan dana yang mencukupi, ada yang 1 bulan, 2
bulan bahkan sampai 6 bulan. Namun di Makassar sendiri, tidak ada tempat
rehabilitasi khusus terhadap anak jalanan ini, adapun tempat rehabilitasi bagi anak
jalanan itu sendiri yaitu bertempat di Kota Maros. Sejauh ini dalam hal pembukaan
lapangan kerja, kami memberikan paket sesuai dengan keterampilan yang miliki.
Contohnya, anak yang memiliki keterampilan memperbaiki handphone, maka mereka
yang berada pada 5 terbaik, akan diambil oleh perusahaan swasta seperti Samsung
untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut”.52
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa beberapa
bentuk rehabilitasi keterampilan telah diupayakan dan dilakukan oleh dinas sosial
yang bekerja sama dengan instansi yang terkait. Dalam pembinaan rehabilitasi itu,
termasuk masalah pemberdayaan anak dan pemberdayaan orang tua, yang selanjutnya
penulis akan bahas.
51Asrul Nurdin, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar”, Skripsi
(Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 111-113.
52Murni, S.Kesos, Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, 03
Maret 2016.
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4. Pemberdayaan
Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 36
adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan
terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.53 Pemberdayaan
yang dimaksudkan adalah pemberian rehabilitasi terhadap keluarga atau wali
melalui usaha kecil-kecilan dan mungkin bisa dikembangkan lagi nantinya sesuai
dengan kualitas kerja yang mereka miliki. Mereka akan dibina, diberdayakan
dengan diberikan keterampilan lalu selanjutnya diberikan modal usaha.
Rehabilitasi ini juga dilakukan oleh dinas sosial bekerja sama dengan instansi
yang terkait seperti para pengusahan yang profesional atau sudah ahli di
bidangnya. Mereka akan diberikan bekal keterampilan yang selanjutnya akan
mereka bikinkan usaha untuk dikembangkan.
Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 36 dalam
Peraturan Daerah ini meliputi beberapa kegiatan yaitu pelatihan keterampilan
berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha
ekonomi produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan
kelompok usaha bersama.54
53Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 36 tentang Pemberdayaan, h. 27.
54Lihat Lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2008,  Pasal 37, h. 28.
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5. Bimbingan Lanjut
Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks
kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan
lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi
hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan.55
Bimbingan lanjut merupakan upaya lanjutan dari pembinaan rehabilitasi.
Bimbingan lanjut ini juga merupakan tahap memonitoring yang dilakukan dinas
sosial dengan instansi yang terkait untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dari
pembinaan keterampilan yang dilakukan sebelumnya. Upaya ini dilakukan
dengan mengunjungi setiap rumah atau tempat tinggal dimana mereka yang
sebelumnya telah diberikan keterampilan, baik itu dalam bentuk usaha
perorangan ataupun kelompok.
6. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam penanganan anak
jalanan yang sering dijumpai banyak masyarakat yang memberikan uang
terhadap anak jalanan yang berada dipinggir jalan. Tidak jarang juga ditemui
mereka yang melintasi jalan, membeli beberapa barang yang dijual oleh anak
jalanan, contohnya tissue. Tissue merupakan barang yang paling populer bagi
anak jalanan untuk dijadikan barang jualan. Persepsi masyarakat juga berbeda-
beda melihat anak jalanan. Ada yang merasa iba melihat anak berjualan atau
55Lihat Lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2008,  Pasal 39, h. 29.
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mengemis sehingga mereka memberi uang atau membeli barang jualannya, ada
juga yang tidak peduli terhadap anak jalanan ini.
Pasal 41 ayat 4 menyatakan bahwa bentuk kegiatan partisipasi masyarakat
yang dimaksud adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau
baeang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen yang
beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatanamakan lembaga sosial atau
panti asuhan yang ada di tempat umum.56 Sebagai masyarakat yang baik dan taat
pada aturan hendaknya haruslah menaati setiap aturan yang ada guna
kelangsungan hidup yang bersih dari kemiskinan dan meminimalisir anak yang
berada di jalanan.
Namun disisi lain banyaknya masyarakat yang tidak tahu-menahu
masalah adanya Perda itu sendiri sehingga mereka juga tidak tanggung-tanggung
untuk memberi uang di jalan. Inilah juga yang menjadi kendala bagi pemerintah
Kota Makassar dalam melakukan penanganan anak jalanan, gelandangan,
pengamen dan pengemis di Kota Makassar.
B. Evaluasi Terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahnn 2008
Berdasarkan beberapa penjelasan serta pernyataan di atas, dapat dikatakan
bahwa selama ini pemerintah Kota Makassar telah menjalankan beberapa
program pembinaan dan rehabilitasi sebagai wujud dari implementasi kebijakan
Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008.
56Lihat Lampiran Perda Nomor 2 Tahun 2008, BAB III Pasal 41, h. 30.
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Melihat kesempatan atau peluang eksternal apa yang akan mendukung
diterimanya kebijakan ini oleh policy audience dari political agenda (kebijakan
ini sejalan dengan kebijakan pemerintah), public interest, sejalan dengan
meningkatkan kualitas SDM/investasi sosial, Global Trend, kebijakan ini
didukung oleh masyarakat luas yang sedang gandrung dalam meningkatkan
praktek good governance jika kebijakan tersebut mengarah pada hal tersebut.57
Sejak ditetapkannya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
tentang pembinaan anak jalanan ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas
Sosial Kota Makassar telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan
instansi yang terkait untuk melakukan pengadaan yang lebih memadai dalam
membina anak jalanan ini. Hal ini secara jelas sudah disepakati bersama antara
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama
dengan instansi-instansi yang terkait dengan menandatangani MOU (Memories
Of Understanding). MOU tersebut merupakan dasar atau sebuah kontrak
kerjasama untuk pengadaan stimulant peralatan kerja dan pelatihan keterampilan
anak-anak jalanan yang sudah menguasai materi yang telah diberikan saat
mereka berada dipanti rehabilitasi.58
57Mulia Astuti, Ruaida Murni, dan Ahmad Suhendi, Kebijakan Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Aceh. h. 94-95.
58Asrul Nurdin, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar”, Skripsi
(Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 126-127.
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Upaya pemerintah dalam menekan keberadaan anak jalanan,
gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar dilakukan dengan cara
mengadakan razia, selain itu Dinas Sosial juga mendirikan 10 titik posko
penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Dinas Sosial juga terus melakukan
sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik agar para pengguna jalan
yang melintas tidak memberikan uang kepada mereka. Dinas Sosial juga
memiliki tim pendamping PKSA, tim pendamping PKSA merupakan tim
pendamping terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Tahun 2013 tim
pendamping PKSA ini melakukan pendataan terhadap anak dari keluarga kurang
mampu. Anak yang telah didata dibukakan buku tabungan rekening di Bank
Tabungan Negara (BTN).
Keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah
dapat dibuktikan dengan pengurangan jumlah anak jalanan di Kota Makassar.
Menurut data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Makassar, jumlah anak jalanan pada tahun 2012 mencapai 990 orang, sedangkan
jumlah gelandagan dan pengemis mencapai 269 orang. Berdasarkan wawancara
peneliti dengan Bapak Drs. H. Mas’ud, S.MM menyatakan bahwa:
“Pada dasarnya keberhasilan Dinas Sosial dalam menanggulangi anak
jalanan dapat dikatakan sudah berhasil, karena terbukti beberapa
persimpangan jalan di Kota Makassar tidak lagi terlihat anak jalanan.
Kalaupun ada anak jalanan atau pengemis yang kami dapati sedang
melakukan aktifitas meminta-minta atau semacamnya, maka kami langsung
62
akan melakukan tindakan mengambil anak tersebut untuk selanjutnya didata
dan dibawa ke panti rehabilitasi”.59
Bukti lain dari keberhasilan Dinas Sosial dalam pengurangan anak
jalanan dapat dilihat dari program yang berhasil dilakukannya. Anak jalanan
seperti pengamen dan pengemis diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan
umur dan minat bagi anak jalanan itu sendiri. Pemberian keterampilan dapat
berupa pelatihan perbaikan handphone, pelatihan jahit-menjahit, pelatihan
kecantikan yang nantinya dapat membuka salon kecantikan, dan lain sebagainya.
Mereka akan dilatih dengan tingkat kemampuan mereka, dalam jangka waktu
yang tidak ditentukan dalam artian bahwa anak yang memiliki potensi atau bakat
yang tinggi hanya perlu dibina atau diberikan bentuk rehabilitasi selama 3 bulan
dan ada juga yang waktunya sampai 6 bulan. Pada tingkat ini, mereka yang
mencapai target 6 terbaik maka akan dipekerjakan di sebuah perusahaan atau
tempat pelayanan jasa lain yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan
Dinas Sosial.
Bagi yang lainnya akan diberikan modal usaha berupa peralatan kerja
untuk selanjutnya digunakan dilingkungannya guna untuk memperbaiki taraf
hidup mereka agar tidak lagi turun dijalanan sebagai anak jalanan. Mereka akan
diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuka usaha sebagaimana ilmu
yang telah mereka dapatkan semasa rehabilitasi.
59Drs. H. Mas’ud, S.MM, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar,
Wawancara, 19 Maret 2016).
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Beberapa bentuk pemberian keterampilan merupakan wujud dari
keberhasilan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar yang
bekerjasama dengan instansi terkait dalam mengimplementasikan Peraturan
Daerah Kota Makassar. Pemerintah telah berhasil meminimalisir anak jalanan
yang umumnya menjadi permasalahan sosial. Keberhasilan pemerintah juga tidak
tercapai begitu saja, namun instansi seperti DPRD juga memiliki andil dalam
kebijakan ini. DPRD sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini tidak hanya
sebagai pembuat kebijakan. Namun dalam hal anggaran, DPRD pun ikut serta.
Pemberian anggaran untuk menjalankan kebijakan ini dinilai telah cukup untuk
digunakan. Namun dari Dinas Sosial sendiri mengatakan bahwa salah satu faktor
yang menjadi penghambat dalam penanganan anak jalanan ialah anggaran yang
tidak mencukupi. Namun dari pihak DPRD sendiri, mengatakan bahwa anggaran
yang diberikan untuk penanganan anak jalanan di Kota Makassar itu sudah cukup
dan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh SKPD terkait.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Basdir, SE selaku
anggota Komisi C Bidang Pembangunan menyatakan bahwa:
“Sebenarnya Pemerintah Kota Makassar sudah melakukan upaya
dalam penanganan anak jalanan ini. Pemerintah hari ini leebih banyak
melakukan penertiban, pembeian keterampilan dan pembukaan lapangan
kerja. Pembangunan sumber daya dari pemerintah sendiri sudah ada, namun
belum maksimal dan hanya beberapa yang bisa di cover. Masalah anggaran
sendiri sebenarnya sudah cukup besar, dan kami di DPRD kalau ada program
yang diajukan masalah anak jalanan maka kami pasti akan dukung. Apalagi
dengan meningkatnya angka kriminal dijalanan, tentu kami mendukung
program dari Dinas Sosial itu sendiri. Bagaimana kemudian anak-anak ini
bisa dibina sehingga jauh dari yang namanya pelaku kriminal. Persoalan
masalah anggaran yang mengajukan ialah SKPD terkait dan Dinas Sosial,
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kami di sini hanyalah mengkaji apakah anggaran ini rasional atau tidak
rasional”.60
Pelaksanaan Peraturan Daerah akan efektif jika ada keinginan yang
sungguh-sungguh antara Dinas Sosial bersama pihak yang terkait untuk
mensejahterakan rakyat. Masing-masing instansi mempunyai target sesuai
dengan perannya masing-masing. Keuntungan dari integrasi program ini adalah
anggaran yang tidak menumpuk di satu instansi dan dapat menyelesaikan
masalah besar yaitu kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup anak dan
terlindunginya anak-anak Indonesia dari tindak kriminal.
Keberhasilan sebuah pemerintahan amat ditentukan efektifitas birokrasi.
Pemerintah mesti melakukan pemihakan sejak dari tataran kebijakan sampai pada
upaya memfasilitasi teknis operasionalnya di lapangan. Harapan ini menjadi
sangat relevan terutama dalam iklim otonomi daerah yang memang berintikan
semangat pemberdayaan masyarakat. Pengentasan anak-anak jalanan dari
pelukan keprihatinan, akan menjadi gerakan sosial yang berkesinambungan,
sedangkan dari aspek sosial ekonomi bisa dimulai dari upaya mengorganisir
kedermawanan masyarakat lewat institusi-institusi sosial yang diprakarsai
bersama. Sedang dari sisi hukum dapat dibangun lewat kesepakatan-kesepakatan
pemerintah kota dengan pihak legislatif. Terutama dalam menelorkan kebijakan
yang mendorong kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM dan institusi
lainnya, untuk lebih berkhidmat memberdayakan anak-anak jalanan. Termasuk
60Basdir, SE, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi C Bidang Pembangunan Legislator
Partai Demokrat, Wawancara, Makassar, 03 Maret 2016.
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kesepakatan untuk membahasakan problematika anak jalanan dalam anggaran
yang relatif memadai. Paling tidak, jumlahnya bisa merangsang prakarsa lanjutan
dari masyarakat sehingga tidak tersendat di tengah jalan.61
Upaya pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar
belum dapat dikatakan berhasil, namun pemerintah telah melakukan upaya untuk
meminimalisir jumlah anak jalanan. Anak jalanan yang kerap kali ditemukan di
beberapa titik di Kota Makassar kini sudah bisa dianggap kurang, misalnya
pengamen yang umumnya sering berada dijalanan pada saat lampu merah, kini
sudah jarang terlihat meskipun masih ada beberapa yang belum mendapatkan
pembinaan dari Dinas Sosial yang dilaksanakan di pusat rehabilitasi.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Haris selaku
sekretaris Lurah Pampang, menyatakan bahwa:
”Selama Perda tentang anak jalanan itu dilaksanakan, saya kira Dinas
Sosial sudah bisa dikatakan berhasil dalam mengevaluasi anak jalanan. Kita
bisa lihat di persimpangan fly over itu sudah kurang anak jalanan ataupun
anak yang mengamen di area tersebut. Saya juga melihat ada posko binaan
yang didirikan di sekitar persimpangan jalan itu. Itu merupakan upaya
pemerintah yang saya kira bisa dijadikan penilaian bahwa instansi yang
terkait telah melakukan upaya pencegahan terhadap banyaknya anak jalanan,
gelandangan, pengemis dan pengamen. Namun saya tdak mengetahui apakah
posko binaan yang ada di situ masih berfungsi atau tidak.”62
Kerja sama antara instansi terkait dan pemerintah setempat sangatlah
diperlukan dalam menjalankan sebuah kebijakan, namun berdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan pihak kelurahan, peneliti melihat dalam proses
61HB. Amiruddin Maula, Demi Makassar (Global Publishing, 2001), h. 102-103.
62Abdul Haris, Sekretaris Lurah Pampang, Wawancara, 12 Mei 2016.
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pelaksanaan kebijakan, kerja sama antara pemerintah setempat dan Dinas Sosial
bisa dikatakan tidak ada. Sebab dari lurah sendiri kurang memberi respon
mengenai anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.
Upaya pemerintah dalam meminimalisir anak jalanan dibuktikan dengan
berkurangnya anak jalanan dibeberapa titik di Kota Makassar. jumlah anak
jalanan pada tahun 2012 sebanyak 992 orang, gelandangan dan pengemis
sebanyak 269 orang. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah anak jalanan berkurang
menjadi 211 orang, gelandangan dan pengemis 119 orang, dan pengamen
sebanyak 106 orang. Pemerintah juga telah melakukan upaya dengan
pemberdayaan terhadap keluarga miskin yaitu dengan diberikan modal untuk
membuka usaha yang bisa dikembangkan dilingkungannya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dg. Basse yang
mempunyai pekerjaan sebagai penjual tissue di Fly Over jalan Urip Sumohardjo
menyatakan bahwa:
“Dari Dinas Sosial sudah ada bantuan berupa sembako dan uang tunai
sebesar Rp. 2.500.000/keluarga, itu saya gunakan untuk usaha jual-jualan.
Dinas Sosial menyarankan agar tidak lagi berjual-jualan tissue di jalan, tapi
saya juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya seperti berjualan koran
dan tissue karena dari dulu ini pekerjaan saya.”63
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah
dalam mengimplementasikan peraturan daerah tidak hanya berfokus pada anak
jalanan saja, tetapi juga terhadap penjual yang berusia lanjut yang melakukan
63Dg. Basse, Penjual Tissue, wawancara, Makassar 08 Maret 2016.
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aktifitas di jalan. Upaya pemerintah untuk meminimalisir anak jalanan perlu
didukung oleh masyarakat.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Peran pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2008 yaitu dengan melakukan program pembinaan yang berupa
pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, rehabilitasi sosial,
pemberdayaan, bimbingan lanjut, serta partisipasi masyarakat.
2. Keberhasilan pemerintah dalam evaluasi peraturan daerah belum
sepenuhnya dikatakan berhasil, namun pemerintah sendiri telah
melakukan upaya untuk mencegah dan meminimalisir banyaknya anak
jalanan di Kota Makassar. Upaya pemerintah dalam meminimalisir anak
jalanan dibuktikan dengan berkurangnya anak jalanan dibeberapa titik di
Kota Makassar. Jumlah anak jalanan pada tahun 2012 sebanyak 992
orang, gelandangan dan pengemis sebanyak 269 orang. Sedangkan pada
tahun 2015 jumlah anak jalanan berkurang menjadi 211 orang,
gelandangan dan pengemis 119 orang, dan pengamen sebanyak 106 orang.
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B. Implikasi Penelitian
Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Penanggulangan anak jalanan merupakan dilema pemerintah, maka
pemerintah sebaiknya harus lebih meningkatkan pendidikan anak baik
secara formal maupun nonformal.
2. Untuk mengatasi eksploitasi anak, maka sebaikanya pemerintah membuat
kebijakan khusus mengenai eksploitasi anak.
3. Hendaknya anak yang terlantar dapat memiliki kesadaran bahwa mereka
memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan sosialnya dengan
bersekolah sebagai bentuk perwujudan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1.
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